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FAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN

v wfas aperas Acwangan

serdnesiiar Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
due Tangeeng lawad Keuangan Negarva dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006
pomtng Radan Pemoriksa Kevangan, BI'K telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah
W absnsten Tana Toraje, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2019, Laporan
Renlisnst Anggeran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional,
Lsormn Aras Ras. dan L aporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal
peesebut. sorta Catatan atas Laporan Keuangan.

Yaxgowng Jawad Pemerintak atas Laporan Keuangan

Pemeriniah Kabupaten Tana Toraja bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian
waiar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian
saborn vang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari kesalahan
ponya)ian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung Jawadb BPK

Tanggung awab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan
berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar
Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik
BPE_ serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan
vang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Sustu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan
pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih mendasarkan pada
pertimbangan profesional pemeriksa, termasuk penilaian risiko kesalahan penyajian yang
material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun
kesalahan Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan
pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan
keuangan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja untuk merancang prosedur pemeriksaan
vang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini
atas efektivitas pengendalian intern Pemerintah Kabupaten Tana Toraja. Pemeriksaan yang
dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang
digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Tana
Toraja, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai
dasar untuk menyatakan opini wajar dengan pengecualian.

BFK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan b *



< Mo g Eheggemen ey e weend feem
e e ok e dalave Catatan 5 1.1 e V) dan 5.1.1.¢.4) atas Laporan Keuangan,
BORabareten Tans Torms menyalikan Aset Tetap Gedung dan Bangunan serta
e Salan, Tigess, dariapan per 11 Desember 2019 masing-masing sebesar
- werd D iy W1 0 Yart nilal tersebut, diantaranya Aset Tetap Gedung
Samas sebsessr NpSo,d foaliar, dan Aset Tetap Jalan, Irigasi, Jaringan sebesar
S Behuen dikapiadiseasi ke dalam aset induknya. BPK tidak dapat melakukan
e peayusatan dan akumulasi penyusutan yang tepat sesuai kebijakan
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L SEBaEa akabatny e, beban penyusutan dan akumulasi penyusutan tidak dapat
~ Satvergh et v T A Tepat
SERapsamane duongpkapkan dalam Catatan 5.3.1.d.1) atas Laporan Keuangan, Pemerintah

S T Toraa menyvajikan Aset Lainnya-Tuntutan Ganti Kerugian Daerah per 31
Wenber J00S sebesar Rpa95.26juta. Dari nilai tersebut, diantaranya sebesar Rp95,26juta
sumsken antuk Repentingan pribadi dan belum disetor ke Kas Daerah oleh bendahara

Basn. BN tdak bisa meyakini kewajaran nilai aset lainnya tersebut.
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O W apar Dengan Pengecualian

Memurut opans BPK. kecuali untuk dampak hal yang dijelaskan dalam paragraf dasar opini
waisr Genmgan pengecualian, laporan keuangan yang disebut di atas menyajikan secara
wagar, dalam semua hal yang material, posisi kevangan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja
‘amgesl 31 Desember 2019, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih,
operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal
tersebul sesual dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan atas SPI darn Keparuharn

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut,
BPK jouga melakukan pemeriksaan terhadap Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan
Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas
Sistermm Pengendalian Intern dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan Ketentuan
terhadap Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor
39 B/LHP/XIX MKS/05/2020 dan Nomor 39.C/LHP/XIX MKS/05/2020 tanggal 28 Mei
2020, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Makassar, 28 Mei 2020
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